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Mengingat -

tepat;

. bahwa berdasarkanv.;

bangunan dan nasi
sehingga perlu dilakukan upay:
pena_nggulanga_n untuk memberi
kan perlindungan oF:
masyarakat dari ATT
bencana mulai dari
prabencana, saat

darurat dan pasca
secara sistematis, te

terkoordinasi, terpadu, cepat ; J

bahwa berdasarkan Undang
Undang Nomor 24 Tahun 0
tentang
Bencana, Pemerintah £
mempunyai we g
menetapkan kebijake
penyelenggaraan penar
bencana; |

an sebagaimana din
huruf a, huruf b
perlu mem 1N i '
Daerah tent; :
Penan
Daerah;

Pasal 18
Undang e
Indonesm

. Un

1958
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Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1
Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2007 tentang Penanggulangan
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Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lem
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

T,
2.

W

Daerah adalah Kabupaten Belu.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten Belu.

Bupati adalah Bupati Belu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanJutnya disingkat DPRD ad h Dews

Kabupaten Belu.
Badan Nasig‘ﬁai]‘;;—} P

badan yang ber

penanggulangan
nasional. B
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- bencana yang diakibatkan ole

cana karena faktor

manusia yang e

kelompok a puti ik
tau
teror, km
Peny gl
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15.

16.

17

18.

19,

Pencegahan bencana adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi
atau menghilangkan risiko bencana, baik
melalui pengurangan ancaman bencana
maupun kerentanan pihak yang terancam
bencana.

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan untuk mengantisipasi
bencana melalui pengorganisasian serta
melalui langkah yang tepat guna dan berdaya
guna.

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan
pemberian peringatan sesegera mungkin
kepada masyarakat tentang kemungkinan
terjadinya bencana pada suatu tempat olel
lembaga yang berwena;n,f" ALy i o

Mitigasi adalah serangkaian
mengurangi risiko be: ;
pembangunan fisik mat
peningkatan keman
ancaman bencana.

f

Risiko bencana ad@i
ditimbulkan akiba
wilayah dalam
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ekonomi, da.n teknologu pada sumy
jangka ~ waktu tertentu
mengurangi kemampuan m
meredam,  mencapai lnednpm,

gurangi kemampuan untuk mer

i I
AT

¢ buruk bahaya tertentu.
tanggap darurat bencana ;
gkaian kegiatan yang dilakukan
pada saat kejadian bencana
yang mehputx kegiatan evak o
Pv- .1V m n m b e o
pemenuhan kebutuhan duc
| pengurusan  pengungsi, sert
duuratsaranadanm
. Status keadaan darurat benc = *-
keadaan yang ditetlphn'
Daerah untuk jangka waktu
dasar rekomendasi BPBD.
24. Rehabilitasi adalah
semua aspek
masyarakat sampai
Memadai  dengan
Normalisasi atay b

°© rnud asmk DCmernnt —
23 Rckonstmkm adalah

-
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26.

/¥ 9

28.

29,

- Pensunsﬁ
M%

pemerintahan maupun masyarakat dengan
sasaran utama tumbuh dan berkembangnya
kegiatan perekonomian, sosial dan budaya,
tegaknya hukum dan ketertiban, dan
bangkitnya peran serta masyarakat dalam
segala aspek kehidupan bermasyarakat pada
wilayah pascabencana.

Pemulihan adalah serangkaian kegiatan
untuk mengembalikan kondisi masyarakat
dan lingkungan hidup yang terkena bencana
dengan memfungsikan kembali kelembagaan,
prasarana, dan sarana denm mn
upaya rehabilitasi.
Korban  bencana . on - ata
sekelompok orang m 1!; ve

meninggal duniam L

Wilayah bencant
terkena dampe
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Penyelenggaraan penanggulan bencmm

bertujuan untuk : Am;r 8 fﬁ'ﬁ 1
a. memberikan perhndungm

dari ancaman bencana;
b. menyelaraskan

prioritas;

koordinasi dan keterpaduan,;
berdaya guna dan berhasil guna;
transparansi dan akuntabilitas;
kemitraan;

pemberdayaan;
nondiskriminatif; dan
nonproletisi.

Rasal 4160 UESEENRIEE S

undangan yang s’u

bencana secaraf
terkoordinasi da.n X '

menghargai b
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BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

. a tanggung jawab dan wewenang Pg.
: .". Daerah;
‘%f hak dan kewajiban masyarakat i
penyelenggaraan penanggulangan ben
pendanaan dan pengelolaan bant

dan .

pengawasan, pemantauan,
evaluasi. '

=2ich

E BAB IV s
' 3 TANGGUNG JAWAB DAN
PEMERINTAH DAE

Tanggung jawab
peny elenggaraan
meliput; :

a. penjaminan bPemenuhan h,
€ngan stang .
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pengurangan risiko bencana dengan program
pembangunan; dan

d. pengalokasian dana penanggulangan bencana
dalam APBD yang memadai.
Pasal 7
Wewenang Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana
meliputi :
a. penetapan kebijakan pene

bencana pada daerah selamsr dengan
kebijakan pembangunan dqlgrah, =

pembuatan perencanaan |
memasukan unsur
nanggulangan benc
pelaksanaan keb
penanggulangan
dan/atau kabupat
pengaturan  per

berpotensi se
bahaya be’n
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BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT: e

3%

)
o
i 8 5

Pasal 8
Setiap orang berhak:
a. mendapatkan perlindungan sosml
aman, khususnya bagi

~ masyarakat rentan bencana;
 b. mendapatkan pendidikan, pela‘ i
- keterampilan  dalam
penanggulangan bencana;
c. mendapatkan informasi se
dan/atau  lisan |
penanggulangan bencana'
d. berperan serta
pengoperasian, dan pemelih
penyediaan bantuan pela;
termasuk dukungan \,, S
e. berpartisipasi alamn:

keputusan A
penanggtﬂangan ben

dan ‘

f. melakukan penga
mekanisme yang
penanggulangan
(2) Setlap Orang yang
mendapatkan |
kebutuhan dasar,
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(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti

kerugian karena terkena bencana Yyang
disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 9

Setiap orang berkewajiban:

a‘

menjaga kehidupan sosial masyarakat yang

harmonis, memelihara keseimbangan,
keserasian, keselarasan, dan kelestanan
fungsi lingkungan hidup;

melakukan kegiatan
bencana; dan
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d. lingkup luas wilayah.

Pasal 11

Bhalam  penyelenggaraan  pelian

~ bencana, pemerintah Daerah dapat:

4. menetapkan daerah rawan  ben
menjadi  daerah terlarang  un
pemukiman;dan/atau LTS

b mencabut atau mengurangi sebagia
seluruh hak kepemilikan setiap ore
suatu benda sesuai dengan pe
perundang-undangan. 2

(2) Setiap orang yang hak
dicabut  atau dlkurang
dimaksud pada ayat (1) hurui
mendapat ganti rugi sesuai d |
perundang - undangan.

Penyelenggaraan penar
meliputi 3 (tiga) tahap Yaltu

a. prabencana;

b. saat tanggap d t: I ‘
C. PaSCa bencarla ¥
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Bagian Kedua
Prabencana

Pasal 13

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada
tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a meliputi :

a. dalam situasi tidak terjadi bencana; d

b. dalam situasi terdapat
bencana.
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h. persyaratan standar teknis penanggulang-
an bencana.
(2) Untuk mendukung penyelenggaraan
- penanggulangan bencana dalam situasi tidak
- terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada
A ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian
- dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Paragraf 2 %
' Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana
Pasal 15 77"

yelenggaraan penanggulangan bencana dalam
asi terdapat potensi terjadinya bencana
bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b,
reliputi :
. kesiapsiagaan; b mppmsi et |
«{ngatamdini dan BUE . SRS

'*miﬂgasibenéﬁw AR xm mmmmggdaa
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(2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh instansi yang berwenang, baik
secara teknis maupun administratif, yang
dikoordinasikan oleh BPBD dalam bentuk :

a. penyusunan dan uji coba rencana
penanggulangan kedamratan, 1cana

b. pengorgamsasmn A1,
pengujian sistem peringata‘n di:

c. penyediaan dan
pasokan pemenuhan

d. pengorganisasian, penyu . e
cen sladi i
darurat; prc

f. penyusunan G

pemutakhirm
darurat ben

(3) Kegiatan
dunaksud |



Pemerintah Daerah.

Rencana PCMW
bencana dapat dilengkapi ¢
rencana kontijensi.

Pasal 18

(1} Untuk kesiapsiagaan dal
penyimpanan serta penya
peralatan ke lokasi bene
sistem manajemen logistik &

(2) ncmbmgumdm '
pcuhtm ‘ - di

(1), dilakukan M
dan pcfalatln’q

dacnh/bmh‘

3 \;!tcm TIAL

se | .
berdy

Kepala m
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(1)

(2)

Pasal 19

Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf b, dilakukan untuk mengambil
tindakan cepat dan tepat dalam rangka
mengurangi risiko terkena bencana serta
mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) , dilakukan dengan cara :

a. mengamati gejala bencana;

b. menganalisa data hasil pengamatan;

c. mengambil keputusan berdasarkan hasil
analisa;

d. menyebarluaskan hasil keputusan, dan

e. mengambil tmdakan oleh masys

Pengamatan gejala bencm‘ sebe
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(6)

Hy

(1)

(2)

dimaksud pada ayat (4) disebarluaskan
melalui dan wajib dilakukan oleh lembaga
pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan
media massa untuk mengerahkan sumber

daya.

Pengerahan sumberdaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama
dengan mekanisme pengerahan sumber daya
pada saat tanggap darurat.

BPBD mengkoordinir tindakan yang diambil
oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e untuk menyelam?aﬂmﬁ dan
melindungi masyarakat. |

Pasal 20 PRI
Mitigasi bencana sebagaimana dimal
dalam Pasal 15 huruf c, dil an
mengurangi  risiko dan dam
diakibatkan = oleh  benc
masyarakat yang berada pac
bencana. - el
Kegiatan mitigasi b
dimaksud pada ayat (1),
a. perencanaan dan i
ruang yang berde
risiko bencana;
* ﬁ | I P

JCiaa
-
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€. penyelenggaraan pendidikan i
,  pelatihan
dan penyuluhan, baik secara konvensional
maupun modern.

(3) Pengaturan, pembangunan, |
infrastruktur dan tata %znngunanp:gm
dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib
menerapkan aturan standar teknis bangunan
yang ditetapkan oleh perangkat daerah f3
lembaga yang berwenang. '

(4) Penyelenggaraan pendidikan, | e il
penyuluhan sebagaimana dimaksud
(2) huruf ¢ wajib menerapkan )
teknis pendidikan, pela
yang ditetapkan oleh peran
lembaga berwenang. |

Ketcntgan lebl.h lan j _men
sebagaimana dimaksud da

X

T
®

diatur lebih lanjut dengan

Lt N, ey
o Dy
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b. penentuan  status keadaan darurat
bencana;

c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat
terkena bencana,

d. pemenuhan kebutuhan dasar;

e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
dan

f. pemulihan dengan segera prasarana dan
sarana vital.

(2) Penyelenggaraan penanggulangan bencena

pada saat tanggap darurat sebamimm
dimaksud pada ayat (1) dikendalik

kepala BPBD sesuai dengan kew.eya.

(1)

Lt S
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g

penugasan dari kepala BPBD sesuai
kewenangannya.

(3) Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan
melalui identifikasi terhadap:
a. cakupan lokasi bencana;
b. jumlah korban bencana; bsgring . )
c. kerusakan prasarana dan sarana; =
d

. gangguan terhadap fungsi ‘ Rra
umum serta pemerintahan; dan

e. kemampuan sumber dm m

buatan . u*.' 1

Paraw 3
Penentuan Status laan

(1) Penentuan statul
sebagaimana dimak
(1) huruf b, dila ,.
Daerah sesuali ¢ engar

(2) Penentuan stam Sl
scbagaxmana *_
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o po o

i

(1)

(2)

pengerahan peralatan;
pengerahan logistik;
pengadaan barang /jasa;

pengelolaan dan pertanggungjawaban uang
dan /atau barang;

penyelamatan; dan

komando untuk memerintahkan instansi/
lembaga.

Paragraf 3
Penyelamatan dan Evakuasi Masyarakat
Terkena Bencana

Pasal 26

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat
terkena bencana sebagalmana imaksud
dalam Pasal 22 ayat | ruru

melalui usaha
pertolongan, dan
sebagai korban ak
Pencarian, pefto »4
masyarakat terkena &
dimaksud pada ayat (1) d
reaksi cepat dengs

benanganan darura.t
lokasi dan tmgkatan be:

Penyelamman dm,_ T

‘5«.
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terkena bemmmm*
ayat (1) dan ayat (2).

4] Pertolongan darurat bencana schagsimana
dimaksud pada ayat {1) m
masyarakat terkena bue-nn g
luka parah dan Muﬂ.

(%) Terhadap masyarakat terkena
meninggal dunia dilakukan

dan pemakamannya.
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(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf 5
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 28

Perlindungan terhadap  kelompok rentan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(1) huruf e, dilakukan dengan memberikan
prioritas kepada korban bencana yang
mengalami luka parah dan kelompok rentan
berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan,
pelayanan kesehatan, dan psikososial.

Upaya perlindungan terhadap kelompok
rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh perangkat daerah /lembaga
terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala
BPBD dengan pola pendampingan /f"i"“““""i




terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala
BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai saat ta
darurat sebagaimana dimaksud c Pa
huruf b diatur lebih lanjut de
Bupati. Bl

Penyelenggaraan p
tahap pasca bencan:

a. rehabilitasi; dan
b. rekonstruksi. =
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e. pelayanan kesehatan;

f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;

g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
h. pemulihan keamanan dan ketertiban;

i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan

j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

(2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan
masyarakat pada wilayah pasca bencana,
Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari
kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) didasarkan pada analisis
kerusakan dan kerugian akibat bencana.

(4) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat
daerah/ lembaga terkiat yang dikoordinasi
oleh kepala BPBD.

Pasal 33
(1) Kegiatan rehabilitasi sebag; ‘

dalam Pasal 32 ayat (1) me
jawab Pemenntah danf

Daerah. Sk
(2) Pemerintah dan/ atau
sebagaimana im
menyusun  Irencs
didasarkan pada

kerug,ﬁ}n
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dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dengan
memperhatikan aspirasi masyarakat.

(3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
memperhatikan:

a. pengaturan mengenai standar konstmkst
bangunan,;

b. kondisi sosial;
c. adat istiadat;
d. budaya; dan

e. ekonomi.
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@) Dalam hal Pemerintah Daerah {

(4)

()

(1)

bantuan dana rehabilitasi kepada P me
sebagaimana dimaksud pada ayat
permintaan tersebut harus
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara,;_!

Selain  permintaan dana ¢
dimaksud pada ayat (2), Pemerinte
dapat meminta bantuan kepada
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pemerintah berupa tenaga ahli
pembangunan prasarana. ke

Mekanisme bantuan seba
pada ayat (2), ayat |
berdasarkan ketentuan

- undangan.

Rekonstruksi sebaga
Pasal 31 huruf b pad:
dilakukan melalui

a. pembangunan
sarana; '

b. pembangunan
masyarakat;
C, Pembangki
budaya r

d. peneram

A
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penggunaan peralatan yang lebih baik dan
tahan bencana;

e. partisipasi dan peran serta lembaga dan
organisasi kemasyarakatan, dunia usaha
dan masyarakat;

f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan

budaya;

peningkatan fungsi pelayanan publik; atau

peningkatan pelayanan utama dalam

masyarakat.

Untuk mempercepat pembangu

semua  prasarana  ta

kelembagaan pada wilay

Pemerintah dan/atau

menetapkan r

rekonstruksi

ayat (1).
Penetapan &

5 0
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

dan sarana yang metupalm
Pemerintah.

Pemerintah Daerah menyusun

rekonstruksi yang merupakan aatn
dari rencana rehabilitasi

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)
Dalam menyusun rencana

sebagaimana dimaksud pada : .
memperhatikan :

a. rencana tata ruang;
b. pengaturan mengenai

c. kondisi sosial; bty B8

5

d. adatistiadat;

e. budayalokal;dan
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(3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta
bantuan dana rekonstruksi kepada
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), permintaan tersebut harus melalui
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

(4) Selain  permintaan dana  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah
dapat meminta bantuan kepada Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur dan/atau
Pemerintah berupa tenaga ahli, peralatan dan
pembangunan prasarana P o

(5) Mekanisme bantuan sebagaimana
e pada ayat (2), ayat 3 m
¥ berdasarkan ketentuan f

5 unda-rlganq R i n 1y

% £y :
L
Wi o - BT e N
' 8.

(e
arafli1rTan
“ o 2t aeinie o ity 4
L s i
: Bl e

§
3 v
" .

e j*"
Ketentuan lebih lan:
sebagaimana dim
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(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

A g P

antara Pemerintah dan Pemerintah Mﬁh
Dana penanggulangan bencana seb N3
dimaksud pada ayat (1) berasal dari :

a. APBD; dan/atau
b. masyarakat

Pasal 40 it
Pemerintah Daerah mengalokasikan

sebagaimana dimaksud dalam F
(2) huruf a secara memadai.

Anggaran sebagaimana dimm P
(1) disediakan pada tahap prabe
tanggap darurat bencana, dan :
Pasal 41 R
Pemerintah Daerah mendo 0
bersumber dari masva
dunaksuddalaml-'hul&;e
Dana yang bﬂm
sebagaimana
diterima oleh
dalam APBD.

Pemerintah dlerlh

dana yang
negeri.
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|
|

Pasal 42

Dalam mendorong  partisipasi masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,
Pemerintah Daerah dapat:

a. memfasilitasi masyarakat yang akan
memberikan bantuan dana penanggulangan
bencana;

b. memfasilitasi masyarakat yang akan
melakukan pengumpulan dana penanggulang-
an bencana; dan

c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk
berpartisipasi dalam penyediaan dana.

i JIL“,‘“‘ :f. I_',“:q

Bagian Kedm s
Penggunaan Dana Penangg

(1) Penggunaan dana pen:
dilaksanakan oleh
dan/atau BPBD
dan fungsinya.

(2) Dana pen.
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(1)

(2)

(3)

(1)

Pengelolaan sum :
meliputi perencanaan,

emeliharaan, ~pemantauan €
Evaluasxan terhadap bmang. 1
/atau uang bantuan | WS
Pemerintah Daerah dan s
pengelolaan sumber daya |
sebagaimana dimaksud __
semua tahap bencana g
peraturan perundang - unda
Ketentuan lebih lanjut m “m
pengelolaan bantuan
bencana diatur dengan F

Pemerintah  Daerah red

memberikan bantuan bencana kej
bencana. ,

(2) Bantuan bencana ae

3)

pada ayat (1) terdiri dari :
a. santunan dukacita;
b.santunan kecacatan;

¢. pinjaman lunak untuk

d.Bantuan pemenuhan k
Kctcntuan lebih | i |




bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diatur dengan Peraturan Bupati,

BAB VIl

PENGAWASAN, PEMANTAUAN, PELAPORAN
DAN EVALUASI
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i. pengelolaan keuangar.

Pasal 47
(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap E
laporan upaya pengumpulan sumbangan ‘

Pemerintah Daerah dapat meminta laporan
tentang hasil pengumpulan sumbangan agar
dilakukan audit.

(2) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditemukan adanya
penyimpangan penggunaan terhadap hasil
sumbangan, penyelenggara pengumpulan
sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan
Peraturan Perundang -undangan.

Pasal 48
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

46 dan Pasal 47 dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang - undangan. o o

Bagian Kedua B
Pemantavan® &' nsa Sl

Jog ! RIS
Pasal 49 gt
(1) Pemantauan penyelenggaraan penangm .
an bencana diperlukan sebagai ug
memantau secara terus-
proses pelaksanaan et
: n
P nanggulatgxgan bencana, " -

40
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(2) Pemantauan penyelenggaraan penanggulang-
an bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan oleh unsur pengarah beserta
unsur pelaksana BNPB dan/atau BPBD dan
dapat melibatkan lembaga perencanaan
pembangunan nasional dan daerah, sebagai
bahan evaluasi menyeluruh dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Pelaporan

3 Pasal 50
E (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan
: penanggulangan bencana dilakukan ki

unsur pengarah dan unsur j |
dan / atau BPBD. £ f’i‘ib-

(2) Laporan penyelenarm
bencana sebagaimana ¢
(1), digunakan _
perencanaan program B
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KETENTUAN P
Pasal 52 I
Peraturan Daerah ini mulai er
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuiny
pengundangan Peraturan ' Da
penempatannya dalam L
Kabupaten Belu.

DxundangkandlAtambug '1‘

pada tanggal 19 Septem
SEKRETARIS DAERAH ¥ ,
Ttd.
PETRUS BERE

Salinan sesyaj dengan ¢
KEPABA BAGIAN

LEMBA 199603 2 ¢
\OREG PE : m,
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

I. UMUM

Wilayah =~ Kabupaten Belu  secara
geografis, geologis, hidrologis dan demografis
terletak pada wilayah yang secar@,t«
terhadap ancaman dan da <
Pembentukan peraturan d,ae;a@.
dapat menjadi instrumen
antisipatif terhadap anca
Dimaksudkan juga per
daerah ini adalah sel
untuk ilise
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Sejak fas
darurat d

laan yan |
pengelo.aiko gapat ditekan serends

dan kerugian fisik maupun psik

Dalam era otonomi daergh

masalah penanggulal'lgan benc
bersifat sentralistik di pusat saj
menjadi kewenangan daerah
pemerintah daerah akan d

berperan serta dalam kegie
bencana. ]

Berdasarkan hal - hal
serta dalam rangka perlit
masyarakat terhadap anca
menjamin terselenggaranya
bencana secara tere
terkoordinasi dan me

Pemerintah Daerah dan

untuk membentuk Peraty

Penyelenggaraan  Penanests
Daerah, nany:

. PASAL DEMI pASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
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Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas
kemanusiaan” termanifestasi dalam
penanggulangan  bencana  sehingga
Peraturan Daerah ini memberikan
perlindungan dan penghormatan hak-
hak asasi manusia, harkat dan
martabat setiap warga Negara dan
penduduk Indonesia secara
proporsional. :

Huruf b g

Yang dimaksud den;
adalah bahwa sei
ketentuan  dalan

secara
masyarakat
kecuali.
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Huruf {
dimaksud dengan “asas

Yang
kebersamaan’ adalah bah\gz
penanggulangan bencana pa

jadi tanggung
dasarnya menjadi tugas da‘m
jawab  bersama pemerintah dan :;
masyarakat yang dilakukan secara

gotong-royong.

Huruf g
Yang dimaksud

o R

bahwa materi muatan
penanggulangan ben
kan kelestarian
generasi sekarang
yang akan data
bangsa dan negara
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yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil
guna” adalah bahwa kegiatan
penanggulangan bencana harus berhasil

guna khusus dalam mengatasi kesulitan
masyarakat dengan tidak membuang

waktu, tenaga dan biaya yang %
berlebihan. i
Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip

transparansi” bahwa penanggulam
bencana dilakukan secara terbuka dan

dapat dxpertanggungawwg W

Yang  dimaksud
3 akuntabilitas” & iz
secara terbuka
dipertanggungjawabkar
hukum. il '

Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g . el

Huruf h
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Hurufi b o
Yang dimaksud de:ngan "
nonproletisi” adalah wa
menyebarkan agama atau
pada saat keadaan dam;t
terutama melalui pemberia:
dan pelayanan darurat ben

Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas. BRI
Pasal 6 ST TG

Cukup jelas. e
Pasal 7

Cukup jelas. e
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11 b
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Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16 C innsS
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2) | f :
Cukup Js':laa1 u
Ayat (3); s

Yang LLITE

kontljensi"
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pasal 18
cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a

secara cepat.
Huruf b

Termasuk
keadaan

penentuan ¢
Huruf ¢

Termasuk

adalah g
kesehs
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Termasuk dalam kerusak

dan sarana adalah ke
non materiil. &

Huruf d trrabhe
Cukup Jelas. :

Cukup Jelas,
Pasal 24

darurat ke pemu
Ayat (2)

Cukup Jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26
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Ayat (1)

Yang # g 1,‘
dengan SE-C

Dipindai dengan CamScanner



Huruf b Hy Sl
Tujuan perbaikan prasare
umum d e
dimaksudkan untuk .
kelancaran onom
kehidupan masyaraht» \__
Janngan Jalan perh
sanitasi, listrik dan e
serta jaringan lainnya.

Huruf ¢ < , @.z_

Tujuan pemberian
rumah masyarakat
dimaksudkan ;,_J
kondisi rumah masy
mendukung kehic
seperti komponen
dan sarana lingkun;
memungkinkan
kehidupan ia
memadai  sesu
pembangunan pen
diatur dalam
undangan,

Huruf d

S8 I
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dapat —THEEES
penghidupan
pelayanan re
konseling b
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kondisi keamana
masyarakat denga
kembali lemba
dan ketertiban te

Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)

Cukup Jelas.
Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup J elas.fr
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Pasa.l 35
Cukup Jela

pasal 36
Cukup Jela

pasal 37

Pasal 38

Pasal 41
Pasal 42
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Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51
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